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BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI  LABUHANBATU UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA 
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan alur 
koordinasi urusan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara sebagaimana telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara 
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang…

SALINAN
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1237);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 13/Per/M.KUM/X/2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan 
Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

12.Peraturan…
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12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat  Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1327);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Ketenagakerjaan Provinsi dan  Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1574);

15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 
Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1486);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan 
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1330);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

18. Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi  
Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

21.Peraturan…
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21.  Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit 
Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan 
Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1314);

22. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 
Tahun 2016 tentang  Pedoman Nomenklatur Dinas 
Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1385); 

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan 
Pemerintah Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);

24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
Provinsi dan Kabupaten dan Kota;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 37 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dan Lampiran I dalam Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 
217) diubah sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 3

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

a) Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi 
Daerah dan Desa;

b) Subbagian Pertanahan dan Perbatasan;
c) Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2.Bagian…
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2. Bagian Hukum, terdiri dari:
a) Subbagian Penyusunan Produk Hukum;
b) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
c) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pembinaan 
Kemasyarakatan terdiri dari:
a) Subbagian Pembinaan Kehidupan Beragama;
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
c) Subbagian Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan 

dan Kebudayaan;
c. Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan 

Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 

terdiri dari:
a) Subbagian Perdagangan, Koperasi, 

Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
b) Subbagian Produksi Daerah dan Sumber Daya 

Alam;
c) Subbagian Promosi dan Badan Usaha Milik 

Daerah;
2. Bagian Pembangunan, terdiri dari:

a) Subbagian Administrasi Pembangunan;
b) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan;
c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi;

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
a) Subbagian  Perencanaan dan Pembinaan;
b) Subbagian Layanan Pengadaan dan Penyelesaian 

Sanggah;
c) Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi dan 

Pelaporan;
d. Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum, 

terdiri dari :
1. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

a) Subbagian Tata Usaha dan Arsip;
b) Subbagian Rumah Tangga;
c) Subbagian Perlengkapan;

2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
a) Subbagian Perencanaan Anggaran;
b) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
c) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi;

3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
a) Subbagian Bina Hubungan Media;
b) Subbagian Hubungan Publik;
c) Subbagian Protokol;

4. Bagian Organisasi, terdiri dari :
a) Subbagian Kelembagaan  dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Disiplin dan Kepegawaian;
c) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;

e.  kelompok Jabatan Fungsional.

 (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas  
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II



6

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

                                      
Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal  28 April 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

                dto,

      KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal  28 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

       dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 242
 
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

 


